BAB IV
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Hak Asasi Manusia Dalam Beragama

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki
sejumlah hak dasar yang inheren dan wajib dilindungi
siapapun. Hak-hak ini meliputi hak hidup, hak beropini, hak
berpendapat, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak
berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak
dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan.

Hak Asasi Manusia juga mengajarkan prinsip persamaan
hak egaliteran dan kebebasan independen manusia, sehingga
tidak boleh ada diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi dan
kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga
tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun
terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak

kebebasan dalam beragama.
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Keberagaman budaya dalam kesatuan di Indonesia
dimulai ketika semua keragaman di Indonesia tunduk di
bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun
realisasinya penghargaan terhadap keragaman di Indonesia
muncul sebelum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
ditetapkan sebagai falsafah ideologi bangsa dan landasan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Namun kedudukan seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia
terhadap pancasila membuktikan betapa Umat Islam begitu
toleran, menghargai perbedaan, mengutamakan keutuhan
bangsa dibanding dengan urusan pribadi, kelompok dan
golongan.

Kendala dalam mengaktualisasi kebebasan beragama atau
berkeyakinan itu boleh jadi berkaitan dengan ketentuan-
ketentuan regulasi dan policy suatu Negara, Yyang
menyebabkan individu atau masyarakat tidak dapat
sepenuhnya mengekspresikan agama atau keyakinan yang

mereka anut. Agar kebebasan agama atau keyakinan dapat
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terwujud lebih baik, membutuhkan upaya serius untuk
mengadakan perubahan regulasi dan policy Negara.

Masalah kebebasan beragama atau berkeyakinan sedang
mengemuka di masyarakat awam. Bukan ingin mengatakan
pemerintah telah melakukan pembiaran atas masalah ini
menjadi gulungan bola salju yang bisa saja eskalasinya
semakin menggiring masyarakat akar rumput dalam konflik
sosial.

Dalam RUU KUHP, khususnya berkaitan dengan pasal-
pasal yang memuat soal tindak pidana terhadap agama
terkesan terdapat tiga hal. Pertama, bahwa RUU ini sangat
ambisius mengatur soal agama. Pada UU KUHP sebelumnya
masalah agama hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 156
a tentang tindak pidana terhadap tindakan penodaan pada
suatu agama yang dianut di Indonesia. RUU sekarang
merumuskan soal agama dalam suatu bab khusus yang
dinamakan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan
Beragama, terdiri dari dua bagian. Pertama, soal tindak pidana

terhadap agama dan kehidupan beragama; dan kedua, soal
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tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana
ibadah. Seluruhnya tercakup dalam 8 pasal, yakni pasal-pasal
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, dan 348."

Pembangunan agama dalam konteks ke-Indonesiaan
seharusnya merupakan upaya untuk mendukung peningkatan
kualitas pelayanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran
agama kepada seluruh umat beragama sehingga masyarakat
memperoleh kemudahan dalam melaksanakan ibadah sesuai
dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.
Selain itu, pembangunan agama juga ditujukan untuk
membangun masyarakat yang memiliki kesadaran akan
realitas kebhinnekaan budaya dan memahami makna
kemajemukan sosial sehingga tercipta harmoni sosial yang
toleran, bertenggang rasa, dan menghargai martabat
kemanusiaan.

Jika problem hak individu dalam beragama dikaitkan

dengan agenda pembangunan nasional, maka pembangunan

! Siti Musdah Mulia., Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama.
(Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam
Pembaharuan KUHP. Aliansi RKUHP 2007). h, 8.
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agama diharapkan dapat mendukung mewujudkan masyarakat
Indonesia sejahtera dan menciptakan Indonesia aman dan
damai.

Berdasarkan hasil Laporan Tahunan Kehidupan Beragama
di Indonesia 2009 (diterbitkan oleh Program Studi Agama dan
Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta), salah satu persoalan yang mengambil
porsi cukup besar menyangkut kasus-kasus pertentangan
dalam masyarakat terkait agama yang masih menjadi warna
amat kuat dalam kehidupan keberagamaan bangsa kita. Fakta
yang ada juga menunjukkan persoalan yang sama masih
berulang dan bahkan eskalasinya relatif meningkat terjadi
juga selama tahun 2010. Oleh karena itu, perlu upaya serius
dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menyikapi dinamika
masyarakat yang semakin kritis dalam merespon berbagai
perubahan sosial ekonomi yang pesat sebagai dampak dari
globalisasi dan keterbukaan informasi. Peran pemerintah

sangat dibutuhkan untuk mengarahkan setiap perubahan yang
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ada ke arah yang positif dan memberdayakan setiap lapisan
masyarakat.?

Kita seharusnya tidak melupakan sejarah panjang bangsa
ini, suatu monumen nasional yang telah merefleksikannya
sebagai miniatur kebebasan beragama dan berkeyakinan yang
disertai keragaman sosial budaya masyarakat kita kepada
generasi penerus bangsa ini. Kita juga bisa merenung sesaat
dengan hati nurani yang bersih menatap megahnya
personifikasi harmoni dan kerukunan keberagamaan yang
tercermin pada berdirinya Mesjid Istiglal dan Gereja Katolik
Katedral berdampingan dengan damai dan harmonis di
Jakarta, ibu kota negara Indonesia tercinta. Idealnya,
fenomena tersebut seharusnya menggugah kesadaran setiap
anak bangsa untuk membuang stigma kebebasan beragama
dan berkeyakinan hanya sebagai ilusi belaka.

Dengan demikian kebebasan hak manusia dalam

beragama merupakan hak yang melekat dalam individu untuk

2 Yusdani., Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia.

(‘Yogyakarta: Kanisius, 2010). h, 270.

273.

® Yusdani., Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia. h,
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dapat menghargai, menghormati dan mentolerir agama yang
dianutnya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.
Dalam syariat Islam, kebebasan beragama setiap individu
tidak ada paksaan maupun keterpaksaan dalam memeluk

suatu agamanya.

. Hak Asasi Manusia Dalam Berpolitik

Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas.
Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia
akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-
nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.
Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk
individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia
tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah
sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku,
bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai
makhluk sosial inilah masalah hak asasi manusia menjadi
sangat kompleks.

Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang

lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak
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dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam
hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada
kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam
perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin
kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata
kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia
diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada
manusia sudah terampas.*

Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep etika politik
modem dengan gagasan pokok penghargaan dan
penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan
ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang
bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya
manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran
inti dari semua agama. Sebab, semua agama mengajarkan
pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap
manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan

moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi

* Sri Rahayu Wilujeng., Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek

Historis dan Yuridis (Fakultas 1Imu Budaya Universitas Diponegoro)
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seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau
“dilemahkan” (al-mustad‘afin) dari tindakan dzalim dan
semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat
dan berkuasa. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi
manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan
seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi
berdasarkan apapun dan demi alasan apapun; serta pengakuan
terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka
bumi.’

Dalam Komentar Umum 26 (61) berdasarkan pasal 40
ayat 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
sebagai berikut:

1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
tidak memuat ketentuan apa pun mengenai
pengakhiran (termination) dan pengaduan
(denunciation) atau penarikan-mundur (withdrawal).
Sebagai akibatnya, kemungkinan tentang pengakhiran,

pengaduan, atau penarikan-mundur harus

> Siti Musdah Mulia., Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama.
h, 13.
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2)

dipertimbangkan dalam kerangka aturan-aturan yang
berlaku dari hukum kebiasaan internasional yang
dicerminkan dalam Konvensi Wina tentang Hukum
Perjanjian. Berdasarkan hal ini, Kovenan tidak
menjadi subyek pengaduan atau penarikan-mundur
kecuali jika telah disepakati bahwa pihak-pihak yang
terlibat berkeinginan untuk mengajukan kemungkinan
akan pengaduan atau penarikan mundur atau suatu hak
untuk melakukan hal tersebut dinyatakan secara
implisit dalam sifat perjanjian yang bersangkutan.

Bahwa Negara-negara Pihak pada Kovenan tidak
mengakui adanya kemungkinan untuk mengajukan
kritik dan bahwa Kovenan bukan hanya sekadar
kesalahpahaman  mereka untuk  menanggalkan
referensi pada pengajuan Kkritik ditunjukkan oleh
kenyataan bahwa pasal 14 (2) Kovenan mengijinkan
suatu Negara Pihak untuk menarik diri dari
penerimaannya terhadap kompetensi Komite untuk

memeriksa komunikasi antar-Negara dengan membuat
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pemberitahuan yang selayaknya terhadap dampak
tersebut namun tidak ada satupun ketentuan untuk
mengajukan Kkritik terhadap atau menarik diri dari
Kovenan itu sendiri. Kemudian, Protokol Opsional
pada Kovenan, yang dinegosiasikan dan diadopsi
secara bersamaan dengan Kovenan, mengijinkan
Negara-negara Pihak untuk mengkritisinya. Sebagai
tambahan, berdasarkan perbandingan, Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang
diadopsi setahun sebelum Kovenan, secara nyata
mengijinkan adanya kritik terhadap Konvensi. Oleh
karenanya dapat disimpulkan bahwa para perancang
Kovenan secara sengaja  bermaksud  untuk
mengeluarkan kemungkinan untuk pengajuan Kkritik
(denunciation). Kesimpulan yang sama berlaku bagi
Protokol Opsional Kedua yang dalam perancangannya

pengajuan Kritik dengan sengaja dihilangkan.
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3) Kemudian, jelas bahwa Kovenan buka merupakan

suatu jenis perjanjian yang berdasarkan sifatnya,
menunjukkan secara tidak langsung tentang hak atas
pengajuan  kritis. Bersama dengan  Kovenan
Internasionl tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya yang dipersiapkan dan diadopsi secara
bersamaan, Kovenan mengkodifikasi dalam bentuk
perjanjian hak asasi manusia universal yang terdapat
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ketiga
instrumen tersebut seringkali dirujuk sebagai “Hukum
Utama Hak Asasi Manusia Internasional”
(International Bill of Human Rights). Dengan
demikian, Kovenan tidak memiliki karakter sementara
yang biasanya dimiliki oleh perjanjian-perjanjian di
mana suatu hak untuk mengajukan kritik diberikan,
walaupun tidak terdapat ketentuan khusus yang

memiliki dampak demikian.®

® Rekomendasi Umum yang Diadopsi Oleh Badan-Badan Perjanjian

Hak Asasi Manusia U.N. Doc. CCPR/21/Rev.1/Add.7 (1996).
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Berkaitan dengan hak asasi manusia dalam Pancasila
sebenarya sudah dijabarkan oleh UUD 1945. Pengumuman
HAM tersebar dalam beberapa pasal yang menyangkut HAM
pada masa kedamaian dan HAM pada masa sengketa
bersenjata. Bahkan terdapat HAM yang belum tercantum
dalam Universal Declaration of Human Right yaitu hak
menentukan nasib sendiri, hak mengunakan sumber daya
alam, dan hak perutusan. Beberapa HAM yang terdapat dalam
UUD 1945:
1) Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan (pasal 2 ayat 1)

2) Hak mendapat penghidupan yang layak (pasal 27 ayat
2)

3) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
berpolitik (pasal 28)

4) Hak atas kebebasan mengemukakan pendapat (28)

5) Hak atas kebebasan memeluk suatu agama yang

dipercayai (pasal 29 ayat 2).’

" Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
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Sementara dalam International Covenant of Civil and

Political Rights (Penjanjian Internasional Hak Sipil dan

Politik menyebutkan bahwa hak individu maupun kelompok

dalam bernegara dan berpolitik disebutkan pada pasal 1 dan 2

sebagai berikut:

1)

2)

Pasal 1 ayat 1; semua bangsa berhak untuk
menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut
mereka bebas untuk menentukan status politik mereka
dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial
dan budaya mereka.

Pasal 1 ayat 2; Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan
mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber
daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-
kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi
internasional, berdasarkan prinsip saling
menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal
apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak
suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya

sendiri.
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4)

5)
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Pasal 1 ayat 3; Negara Pihak pada Kovenan ini,
termasuk mereka yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan  Wilayah Tanpa Pemerintahan
Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan
perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan
harus menghormati hak tersebut sesuai dengan
ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 2 ayat 1; setiap Negara pihak pada Kovenan ini
berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak
yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang
yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada
wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik
atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial,
kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Pasal 2 ayat 2; apabila belum diatur dalam ketentuan
perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada,
setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk

mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai
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6)

dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan -
ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan
ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain
yang diperlukan untuk memberlakuka hak-hak yang
diakui dalam Kovenan ini.

Pasal 2 ayat 3; setiap Negara pihak pada Kovenan ini
berjanji:

a. Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak
atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini
dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan
yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut
dilakukan oleh orang-orang yang bertindak
dalam kapasitas resmi

b. Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut
upaya pemulihan tersebut harus ditentukan
hak-haknya itu oleh lembaga peradilan,
administratif, atau legislatif yang berwenang,
atau oleh lembaga berwenang lainnya yang

diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan
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untuk mengembangkan segala kemungkinan
upaya penyelesaian peradilan

c. Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang
tersebut akan melaksanakan penyelesaian
demikian apabila dikabulkan.?

Dengan demikian, negara sangat mengapresiasi hak asasi
manusia dalam berpolitk sebagaimana yang dituangkan dalam
undang-undang yang setiap individu memiliki kebebasan
dalam mengikuti suatu kelompok atau berpolitik,
mengemukakan pendapat di muka umum, bermusyawarah
dan saling menghormati serta menjunjung tinggi hak-hak
orang lain.

Selain dari pada itu, dalam perjanjian internasional hak
sipil dan politik menekankan perlindungan penuh atas hak
dan kewenangan individu maupun kelompok dalam suatu
negara apabila terjadi kesenjangan, disintegrasi sosial,
diskriminasi hukum, sosial dan budaya serta etnis dengan

upaya melindungi, menghormati, menegakkan dan

® International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)
Resolusi Majelis Umum tgl 16 Desember 1966.
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menghargai pendapat, gagasan dan ide serta kebebasan
individu dalam keluarga, masyarakat, lingkungan, budaya,

agama dan negaranya.

C. Hak Asasi Manusia Dalam Bermasyarakat

Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi
manusia secara tegas termuat dalam ketetapan MPR-RI.
Untuk pertama kali secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk
piagam HAM. Piagam ini terdiri dari Pembukaan dan Batang
Tubuh yang berisi X Bab dan 44 pasal. Dalam pembukaan
bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya mengakui,
menyadari, menjamin dan menghargai hak asasi manusia.
Dalam pelaksanaan ini terpadu dalam kewajiban asasi
manusia sebagai pribadi, anggota keluarga masyarakat,
bangsa dan negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa di
dunia.’

Melihat hak asasi manusia dalam bermasyarakat di atas,

maka paling tidak terdapat tiga hak yang fundamental dalam

? Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi

Manusia
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suatu masyarakat untuk merealisasikan hak asasi manusia

tersebut, yaitu hak atas kepemilikan kolektif, hak

berpartisipasi dan hak atas pembangunan.

1) Hak Atas Kepemilikan Kolektif

Pengabaian  pemerintah  terhadap  kepemilikan
kolektif masyarakat dapat dianggap melanggar Pasal
27 dari ICCPR yang menyatakan bahwa pemerintah
tidak boleh apatis terhadap hak minoritas untuk dapat
mengartikulasikan kebudayaannya.*
Dalam konteks ini, bahwa yang dimaksud
“kepemilikan kolektif” merupakan sebagai bagian
integritas masyarakat dari kebudayaan masyarakat
adatnya. Selain  itu juga  menyatakan bahwa
“masyarakat adat memiliki hak yang sama dengan
masyarakat non-adat.” Oleh
karena itu, adalah menjadi hal yang sudah sewajarnya

apabila melakukan diskriminasi terhadap “hak

19 International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) 16
Desember 1966.
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kepemilikan kolektif” juga berlaku mendiskriminasi
masyarakat adat.
2) Hak Berpartisipasi

Sebagaimana diketahui bahwa hak berpartisipasi
dalam masyarakat merupakan suatu keharusan yang
direalisasikan dalam kehidupan pada suatu bagian dari
negaranya. Hal ini relevan dengan Undang-undang RI
No 29 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia yang
berisi tentang hak mannusia sebagai ciptaan Tuhan,
hak manusia sebagai makhluk sosial, hak manusia
sebagai warga negara.’* Oleh karenanya, hak individu
dalam berpartisipasi merupakan hak yang dilakukan
untuk berkontribusi dan berkomunikasi dengan yang
lain, baik berpartisipasi dalam lingkungan sendiri
maupun lingkungan yang lain. Dengan demikian
bahwa hak berpartisipasi sebagaimana yang dimaksud
dalam UU No 29 tahun 2000 di atas adalah dalam

rangka menjaga dan menjunjung tinggi nilai manusia

1 Undang-Undang Rl Nomor 29 Tahun 2000 Tentang HAM yang
diratifikasi tanggal 23 September 2000 yang terdiri dari XI bab dan 106 pasal.
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dan kemanusiaan, maka dari itu pentingnya hak untuk
saling menciptakan kolaborasi positif antara individu
dengan lingkungan sosial, negara dan agamanya.

Hak Atas Pembangunan

Hak yang melingkupi semua isu-isu krusial tentang
hak masyarakat adalah hak atas pembangunan (right to
depelovment) yang merupakan simbol perlawanan
kontradiksi hak asasi manusia terhadap aliran
developmentalisme. Tonggak sejarah perjuangan
dimulai pada tahun 1986 dengan diselenggarakannya
The Declaration on The Right to Development (DRD).
DRD menyatakan bahwa hak atas pembangunan
memiliki  substansi yang inklusif dengan
menggabungkan dan tidak membeda-bedakan antara
Hak Sipil dan Politik (Pasal 1-21), dan Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya (Pasal 22-28) yang termaktub

dalam rumusan Universal Declaration of Human
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Rights

(UDHR) atau dalam istilah DUHAM

(Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia).*?

Secara garis besar, hak atas pembangunan dalam

Declaration Right on Development adalah sebagai

berikut:

a)

b)

Deklarasi menyatakan hak atas pembangunan
adalah hak asasi manusia, dengan kata lain hak
asasi manusia menjadi prasyarat kebijakan atas
suatu pembangunan

Pelaksanaan hak atas pembangunan harus
dibarengi dengan prinsip kebebasan, yang
berarti proses pembangunan harus dilakukan
secara transparan, terbuka, akuntabel, memberi
distribusi  keuntungan yang adil bagi
masyarakat

Kewajiban  untuk menjaga  pemenuhan

terhadap hak atas pembangunan ini, diberikan

12 The Declaration on The Right to Development, 1986.
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kepada warga negara/masyarakat dan juga
terhadap pemerintah.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas mengenai hak
asasi manusia dalam beragama, berpolitk dan bermasyarakat.
Maka perlunya menghubungkan dengan perspektif Islam
sebagai ajaran agama mayoritas pemeluknya bagi masyarakat
Indonesia. Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dalam
konsep ajarannya sebenarnya telah meletakkan dasar utama
dalam membuat perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Pengakuan perlindungan hak asasi manusia sudah dicetuskan
dan dipromotori oleh Muhammad Saw melalui program
Piagam Madinah. Dari sini, peradaban dan pemerintahan yang
syarat utamanya dengan perhormatan dan perlindungan atas
hak asasi manusia mulai lahir dan bergulir dicerminkan dalam
sejarah  peradaban ummat manusia melalui  sebuah
pemerintahan yang bercirikan transparan, egaliteran,
demokratis, sejahtera, gotong royong dan toleransi.
Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan sangat

menjunjung tinggi regulasi hukum.
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Sebagai konsekuensi logis dari terbentuknya program
Piagam Madinah, maka terbentuk pula suatu masyarakat yang
madani, yaitu suatu masyarakat yang terbuka, sejajar dalam
persamaan hak (egaliter) yang memiliki persamaan di mata
hukum, demokratis yang memiliki sikap mengedepankan
etika dan tanggung jawab moral dan bergotong royong dalam
berpartisipasi  kepada masyarakat demi terciptanya
kemaslahatan kemanusiaan, keagamaan dan kenegaraan

secara universal.



